Menimbang

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus
berjalan dengan baik, mencapai sasaran serta
berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen
perencanaan pembangunan daerah tahunan yang
dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2027 disusun
secara konkrit, sistematis dan berdasarkan hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, baik yang dilaksanakan di
Kecamatan maupun Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tingkat Kabupaten Barito Selatan, serta mengacu
pada Hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan
Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Nasional Tahun 2026;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102
ayat (1) dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurufc, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2027,

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan  (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024
Nomor 10);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Nomor 123);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
4);



Menetapkan

27. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun

2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2025 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2027

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

(1)

(2)

Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah Otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Dokumen  Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen
Perencanaan Perangakat Daerah Untuk Periode 1
(satu) tahun.

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan  urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Tahun 2027 merupakan rencana
pembangunan tahunan, vang disusun berdasarkan
hasil Musvawarah Perencanaan Pembangunan RKPD,
baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun
Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD
Tingkat Kabupaten, serta mengacu pada Hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun 2026.

RKPD Kabupaten Tahun 2027 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari 7
(tujuh) BAB dengan susunan sistematika sebagai
berikut :



a. BABI : PENDAHULUAN

b. BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH

c. BABIII : KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH

d. BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

e. BABYV . RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH

f. BAB VI ;. KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

g. BAB VII : PENUTUP
Pasal 3

RKPD Kabupaten Tahun 2027 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 menjadi:

a. Dokumen  Perencanaan Tahunan  Pemerintah
Kabupaten Tahun 2026;

b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam
menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2027;

c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam
menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027; dan

d. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menyempurnakan Renja Perangkat Daerah Tahun
2027.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam
kegiatan pembangunan Tahun 2026 yang
dituangkan dalam RKPD Kabupaten Tahun 2027.

(2) Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan
koordinasi dengan Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
dalam merumuskan program prioritas pembangunan
Tahun 2027.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten melakukan pemantauan dan
pengendalian program prioritas Perangkat Daerah dan
lintas Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Kabupaten Tahun 2027 yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan
hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah
dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran



2026, maka Pemerintah Daerah akan menggunakan
Program dan Kegiatan hasil Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Kabupaten dengan DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito.

Ditetapkan di Buntok
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Diundangkan di Buntok
pada tanggal 3 guli 2026

¥ BERRETARIS DAERAH,
RAKGRATEN BARITO SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026 NOMOR ... 15



